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WALIKOTABONTANG

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

RANCANGAN

PERATURANWALIKOTABONTANG

NOMOR  ……TAHUN …

TENTANG

DANAALOKASIUMUM TAMBAHANBANTUANPENDANAANKELURAHANSETIAP

KELURAHANTAHUNANGGARAN2020

WALIKOTABONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal7 ayat(1)Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara

PenyaluranDanaAlokasiUmum TambahanTahun Anggaran2020,

perlumenetapkanPeraturanWaliKotatentangDanaAlokasiUmum

Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun

Anggaran2020;

Mengingat : 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia

Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

KabupatenNunukan,KabupatenMalinau,KabupatenKutaiBarat,

Kabupaten KutaiTimurdan Kota Bontang (Lembaran Negara

RepublikIndonesiaTahun1999Nomor175,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor3839)sebagaimanatelahdiubah

denganUndang-UndangNomor7Tahun2000tentangPerubahan

atasUndang-UndangNomor47Tahun1999tentangPembentukan

KabupatenNunukan,KabupatenMalinau,KabupatenKutaiBarat,

Kabupaten KutaiTimurdan Kota Bontang (Lembaran Negara

RepublikIndonesiaTahun2000Nomor74,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor3962);

3.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor

244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587)

sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,terakhirdenganUndang-

undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor

58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

4.PeraturanMenteriKeuanganNomor8/PMK.07/2020tentangTata

CaraPenyaluranDanaAlokasiUmum TambahanTahun Anggaran

2020(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG DANA ALOKASI UMUM

TAMBAHANBANTUANPENDANAANKELURAHANSETIAPKELURAHAN

TAHUNANGGARAN2020.

 

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan WaliKotainiyangdimaksuddengan:

1. DaerahadalahKotaBontang.

2. PemerintahDaerahadalahWaliKotasebagaiunsurpenyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahanyangmenjadikewenanganDaerahotonom.

3. DanaAlokasiUmum yangselanjutnyadisingkatDAU

adalahdanayangdialokasikandalam anggaran

pendapatandanbelanjanegarakepadadaerahdengan

tujuanpemerataankemampuankeuanganantardaerah

untukmendanaikebutuhandaerahdalam rangka

pelaksanaandesentralisasi.

4. DAUTambahanDukunganPendanaanbagiKelurahan

yangselanjutnyadisebutDAUTambahanBantuan

PendanaanKelurahanadalahdukunganpendanaanbagi
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kelurahandiDaerahkabupaten/kotayangbersumber

darianggaranpendapatandanbelanjanegarauntuk

kegiatanpembangunansaranadanprasaranakelurahan

dankegiatanpemberdayaanmasyarakatkelurahan.

5. Kelurahanadalahbagianwilayahdarikecamatan

sebagaiperangkatkecamatan.

6. AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyang

selanjutnyadisingkatAPBDadalahrencanakeuangan

tahunanDaerahyangditetapkandenganperaturan

Daerah.

 

                           Pasal2

(1)DAU TambahanBantuanPendanaanKelurahandialokasikanuntuk

memberidukungan pendanaan dariPemerintah Pusat kepada

PemerintahDaerahdalam memenuhikewajibanpenganggaranbagi

setiapKelurahan.

(2)DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat(1)tidakmengurangikomitmen pendanaan

PemerintahDaerahkepadaKelurahanmelaluiAPBDsesuaidengan

ketentuanperaturanperundang-undangan.

(3)DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk

mendanaikegiatanpembangunansaranadanprasaranaKelurahan

dankegiatanpemberdayaanmasyarakatKelurahansesuaidengan

peraturanyangditetapkanolehMenteriDalam Negeri.

a.belanjawajibPemerintahDaerah;dan

b.penundaandan/ataupemotonganpenyaluranDAU,

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

BABII

JUMLAHDAUTAMBAHANBANTUANPENDANAANKELURAHANDALAM

APBD

Pasal3

PemerintahDaerahmenganggarkanDAUTambahanBantuanPendanaan

Kelurahandalam APBDTahunAnggaran2020sesuaidenganketentuan

peraturanperundang-undangan.

Pasal4

(1)PenganggaranDAUTambahanBantuanPendanaan

Kelurahansebagaimanadimaksuddalam Pasal3ayat(1)dihitung

berdasarkan jumlah Kelurahan dikalikan dengan besaran DAU
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TambahanBantuanPendanaanKelurahansesuaidengankategori

Daerah.

(2)JumlahKelurahandankategoriDaerahsebagaimanadimaksudpada

ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3)JumlahDAUTambahanBantuanPendanaanKelurahansebagaimana

dimaksudpadaayat(1)sebagaimanatercantum dalam LampiranI

yangmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanWaliKota

ini.

BABIII

RINCIANPEMBAGIANDAUTAMBAHANBANTUANPENDANAAN

KELURAHANSETIAPKELURAHAN

Pasal5

DAUTambahanBantuanPendanaanKelurahanuntuksetiapKelurahan

dialokasikan dengan ketentuan Alokasi DAU Tambahan Bantuan

Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara

merata.

Pasal6

Rincian pembagian DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan setiap

Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata

sebagaimanatercantum dalam LampiranIIyangmerupakanbagiantidak

terpisahkandariPeraturanWaliKotaini.

BABIV

MEKANISMEPENGALOKASIANDAUTAMBAHANBANTUAN

PENDANAANKELURAHANSETIAPKELURAHAN

Pasal7

(1)PengalokasianDAUTambahanBantuanPendanaanKelurahansetiap

Kelurahandimasukkandalam anggaranmasing-masingKecamatan

padabagiananggaranKelurahanuntukdimanfaatkansesuaidengan

ketentuanperaturanperundang-undangan.

(2)Besaran pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan

KelurahansetiapKecamatanberdasarkanrincianpembagianDAU

Tambahan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal6.

(3)KetentuanterkaitpenyaluranDAU TambahanBantuanPendanaan

KelurahansetiapKelurahansebagaimanadimaksudpadaayat(2)
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dilaksanakansesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

BABV

KETENTUANPENUTUP

Pasal8

Peraturan WaliKotainimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

PeraturanWaliKotainidenganpenempatannyadalam BeritaDaerah

KotaBontang.

 

Ditetapkandi Bontang  

padatanggal …

WALIKOTABONTANG,  

 

 

NENIMOERNIAENI

 

Diundangkandi Bontang

padatanggal…..

SEKRETARISDAERAHKOTABONTANG,

       

AJIERLYNAWATI  

BERITADAERAHKOTABONTANGTAHUN…NOMOR………..
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LAMPIRANI
PERATURANWALIKOTABONTANG
NOMOR…..TAHUN…
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUNANGGARAN2020

JUMLAHDAUTAMBAHANBANTUANPENDANAANKELURAHANDALAM APBD

JUMLAH
KELURAHAN

BESARANDAUTAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN
KELURAHANKATEGORI

DAERAHBAIK(Rp)

JUMLAHDAU
TAMBAHAN

BANTUAN
PENDANAAN

KELURAHAN(Rp)

KETERANGAN

(1) (2) (3)=(1)x(2) (4)

15 350.000.000,00 5.250.000.000,00

JumlahKelurahan
DanKategoriDaerah
Berdasarkan
LampiranPeraturan
MenteriKeuangan
Nomor
8/PMK.07/2020
tentangTataCara
PenyaluranDana
AlokasiUmum
TambahanTahun
Anggaran2020

WALIKOTABONTANG,

NENIMOERNIAENI
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LAMPIRANII
PERATURANWALIKOTABONTANG
NOMOR…..TAHUN…
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUNANGGARAN2020

RINCIANPEMBAGIANDAUTAMBAHANBANTUANPENDANAANKELURAHANSETIAP
KELURAHAN

NO KELURAHAN
BESARANDAUTAMBAHANBANTUAN

PENDANAAN(Rp)

1. API-API 350.000.000,00

2. BONTANGBARU 350.000.000,00

3. BONTANGKUALA 350.000.000,00

4. GUNTUNG 350.000.000,00

5. LOKTUAN 350.000.000,00

6. GUNUNGELAI 350.000.000,00

7. BERBASPANTAI 350.000.000,00

8. BERBASTENGAH 350.000.000,00

9. BONTANGLESTARI 350.000.000,00

10. SATIMPO 350.000.000,00

11. TANJUNGLAUT 350.000.000,00

12. TANJUNGLAUTINDAH 350.000.000,00

13. BELIMBING 350.000.000,00

14. KANAAN 350.000.000,00

15. GUNUNGTELIHAN 350.000.000,00

TOTAL 5.250.000.000,00
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WALIKOTABONTANG,

NENIMOERNIAENI


